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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement the Establishing World Trade
Organization) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, maka
Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum
nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak
atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT)Y. Salah satu lampiran dari persetujuan
GATT tersebut adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
sebagai Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak atas
Kekayaan Intelektual.

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UU No. 7 Tahun 1994,
Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di
bidang HKI. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah
dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan pada tahun 2002 telah
diundangkan pula UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Demikian pula dengan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten telah

Sebagai negara peserta (Contracting State), Indonesia terikat atas seluruh
kesepakatan WTO sesuai dengan asas penaatan secara penuh (full compliance).
Penaatan terhadap perjanjian internasional ini pun sejalan dengan asas pacta sunt
servanda seperti yang terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina yang berbunyi “every
treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good
faith”.



diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU
No. 15 Tahun 2001, serta UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek telah
diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU
No. 14 Tahun 2001. Di samping itu, Indonesia juga telah
mengundangkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU
No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun
2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas
Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau
eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta tentang Hak Cipta yang berbunyi :

"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.

Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu
setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan
suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu

formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya

Adi Gunawan, Kamus Praktis llmiah Populer, Surabaya: Kartika, 1994, him. 100,
memberikan pengertian Ekslusif sebagai suatu yang istimewa, khusus, terpisah dari
yang lain.

Bandingkan dengan pengertian hak eksklusif dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa yang dimaksud hak
eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga
tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.



hak harus dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran.
Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut
merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang
mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasar pasal
12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau
musik (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri
dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk
notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan
suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas
inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian
yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang
dalam istilah lain dikenal sebagai komposer®.

Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh
imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu
memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada
atau lirik-liriknya sehingga tidak menutup kemungkinan dinyanyikan
kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang/ penyanyi-penyanyi
lainnya. Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang

mendengarkan atau memperdengarkan lagu-lagu dan musik untuk

¥ Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana

Universitas Indonesia, 2003, him. 55.



tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan
musik ciptaan seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya,
misalnya hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan
televisi, dan sebagainya.

Seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan
izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa
orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan
karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu
meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak
cipta atas lagu tersebut. Pasal 2 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002
menyatakan bahwa :

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak
Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan
dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundangundangan yang berlaku.
Perbuatan pengumuman ini sendiri adalah pembacaan, pameran,
penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan
menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan
dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar
atau dilihat orang lain. Sedangkan perbuatan yang dikategorikan
sebagai perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan,
baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama,

termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Hal ini



sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk
menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh
keintelektualannya®. Jadi hak cipta memberi hak milik eksklusif atas
suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin
melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak
hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu
pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi. Hal
ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang
hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak
cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut
biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur
dalam Pasal 45 - 47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 45

1. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada
pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk
melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.

2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama
jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai

dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak
Cipta oleh penerima Lisensi.

Djuwityastuti, Kajian Yuridis Penerbitan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik oleh
Yayasan Karya Cipta Indonesia, Majalah Yustisia, Edisi No. 69 September-Desember
2006, him. 47.



4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang
Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman
kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh
melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada
pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian
Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga,
perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

3. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian
Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian
Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk
memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektektual yang dapat
diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima
lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam
bentuk teknologi atau pengetahuan (knowhow) yang dapat
dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau
memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk
melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak
kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan

tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra



prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan
license fee®.

Lisensi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kontrak. Oleh
karena itu masing-masing pihak berhak untuk mengatur hal-hal yang
dikehendakinya dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang
diatur dalam KUHPerdata Pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan
kehendak, kewenangan berbuat dan adanya perihal tertentu serta
kuasa yang halal.

Sebagaimana sifat yang melekat pada bentuknya, lisensi
merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati
oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Oleh karena itu, baik
pengguna/ pemakai karya cipta musik maupun pencipta/ pemegang
hak cipta/ kuasanya yang merupakan para pihak dalam perjanjian
pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai
kesepakatan dalam perjanjian. Negosiasi tersebut akan membawa
suatu perikatan pemberian lisensi di bidang hak cipta, yaitu pemberi
lisensi memberikan ijin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi
hak ciptanya.

Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga
menyangkut kepentingan si pemakai, diantaranya mengenai ruang
lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan
untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila

suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada

5

Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001, him.10.



kewajiban untuk membayar royalti®. Negosiasi tersebut juga dapat
dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan pengguna
dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas
dalam melakukan pembayaran tersebut’.

Lagu atau musik yang merupakan salah satu objek hak cipta
pada dasarnya terkandung hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan
secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai
ekonomi seperti uang®, disamping pula terkandung suatu hak moral
yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan
tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apa pun,
walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan.
Pemanfaatan secara ekonomi atau pengeksploitasian suatu ciptaan
selaras dengan sifat dari hak cipta, yaitu bahwa hak cipta itu
merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik
melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian
seperti jual beli, maupun lisensi®.

Hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta bentuknya dapat
berbagai macam hak. Di Indonesia, bentuknya dapat beraneka

ragam™®:
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1.Performing Right/ hak mengumumkan/ mempertunjukkan/
mempertontonkan karya cipta untuk kepentingan komersial.

2. Broadcasting Right/ hak menyiarkan.

3. Reproduction Right/ hak reproduksi.

4. Mechanical Right/ hak menggandakan dalam bentuk lain secara
mekanik (kaset, cd, Icd, dsb).

5. Printing Right/ hak mencetak (lagu, majalah, buku, dsb).

6. Synchronization Right/ hak untuk menggunakan lagu untuk video,
film, dsb.

7. Adverstising Right/ hak Memproduksi lagu untuk iklan komersial
melalui tv atau radio.

8. Distribution Right/ Hak Penyebaran.

Khusus untuk lagu/ musik, dengan atau tanpa teks, yang
digandakan dalam bentuk kaset atau cd, selalu terdapat dua macam
hak yang melekat, yaitu mechanical right dan performing right.
Misalnya, orang membeli kaset atau cd secara legal sekalipun ia baru
membayar untuk mechanical right-nya, tetapi orang tersebut harus
membayar royalti apabila kaset itu diputar, dimainkan, atau
dipertunjukkan untuk kepentingan komersial (membayar performing
right-nya).

Berkaitan dengan penggunaan karya cipta lagu atau musik,
pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor
setiap penggunaan karya ciptanya, seperti di stasiun televisi, radio,
restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah
diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan
kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor
penggunaan karya ciptanya, si pencipta/ pemegang hak cipta dapat

saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang

bertugas mengurus hal tersebut. Dalam praktek di beberapa negara,



pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu
lembaga manajemen kolektif.

Di Indonesia, lembaga yang ditunjuk untuk mewakili pencipta
lagu atau musik sebagai collecting society'! dalam menagih royalti
karya musik baik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang berasal
dari luar negeri atas performing rights adalah Karya Cipta Indonesia
yang disingkat KCI* yang berafiliasi dengan The International
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) di
Paris. Secara umum KCI mempunyai peranan untuk mengurus
kepentingan pencipta lagu yang hak ciptanya dikuasakan pada KCI*?
dalam pemungutan royalti untuk pemakaian ciptaan tersebut oleh
pengguna/ user** yang bersifat komersial di dalam atau di luar negeri,
juga untuk ciptaan lagu atau musik asing di Indonesia serta kemudian
mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta lagu. Selanjutnya,
kewenangan hukum KCI dalam hal pemungutan royalti bagi karya
musik dan lagu asing di Indonesia, KCI mendasarkan kewenangannya
pada perjanjian reciprocal yaitu perjanjian timbal balik yang dibuat
antara KCI dengan lembaga-lembaga collecting society di seluruh

dunia yang sama-sama menjadi anggota CISAC™. Selama ini,

perlindungan hukum bagi karya musik dan rekaman suara asing di

11

12

13

14

15

Agus Sunyoto, Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?,
http://www.bengkelmusik.com/forum/archive/index.php?t-1085.html, diakses pada
tanggal 2 Desember 2008.

KCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris
No. 42 tertanggal 12 Juni 1990, dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

Lihat Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002.

Termasuk pengguna/ user adalah stasiun televisi, radio, tempat-tempat umum
seperti hotel, diskotik, restoran, tempat perbelanjaan, dan sebagainya.

Karya Cipta Indonesia (KCI), http://www.kci.or.id/., diakses pada 2 Desember 2008.




dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia, juga didasarkan pada
perjanjian reciprocal (timbal balik) secara bilateral maupun multilateral
antara Indonesia dengan Amerika Serikat*®, Indonesia dan United
Kingdom!’, Indonesia dan Australia’®®, serta pertukaran surat
persetujuan perlindungan hak cipta bagi karya rekaman suara antara
Indonesia dengan masyarakat Eropa™®.

Satu hal yang harus dicermati adalah royalti harus dibayarkan
karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat
perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin mengggunakannya,
sepatutnya meminta izin kepada si pemilik/ pemegang hak cipta, yaitu
dalam hal ini melalui lisensi. Namun, disisi lain, UU No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai royalti hak cipta secara
khusus, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti
oleh KCI tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan,
sebab ada saja pengguna/ user komersial yang menolak membayar
royalti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji
lebih dalam mengenai implementasi pemungutan royalti lagu atau

musik untuk kepentingan komersial.

16

17

18

19

Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan
Hak Cipta antara Republik Indonesia-Amerika Serikat.

Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan
Hak Cipta antara Republik Indonesia-Inggris.

Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan
Hak Cipta antara Republik Indonesia-Australia.

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan
Pemerintah Rl dengan Masyarakat Eropa dengan Pemberian Perlindungan Hukum
secara Timbal Balik (reciprocal) terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara
(Sounds Recording). Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat yang
ditandatangani dan dipertukarkan (exchange of letters) di Brussel, Belgia, pada
tanggal 27 April 1988 oleh Kepala Perwakilan Rl untuk Masyarakat Eropa dan
Anggota Komisi Masyarakat Eropa untuk bidang Hubungan Luar Negeri dan
Perdagangan.



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian seperti tersebut pada latar belakang, maka
dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini, sebagai berikut:
1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan royalti lagu atau musik
untuk kepentingan komersial?
2. Bagaimanakah implementasi pemungutan royalti lagu atau musik
untuk kepentingan komersial khususnya pada stasiun televisi lokal

di Semarang?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang
kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat
diusulkan berbagai rekomendasi yang ditujukan untuk :
1. Mengetahui dan memahami mekanisme pemungutan royalti lagu
atau musik untuk kepentingan komersial.
2. Mengetahui dan memahami implementasi pemungutan royalti lagu
atau musik untuk kepentingan komersial khususnya pada stasiun

televisi lokal di Semarang.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara
teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian
ini  bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin  hukum

(pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis



mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan
kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).
a) Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan
yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam
mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat.
b) Manfaat Praktis
Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kita dapat melihat
secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat
digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta,
pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna/ penikmat (user)
lagu atau musik dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait
dengan pemungutan royalti.
. Kerangka Pemikiran
Manusia, inheren dalam dirinya diberi anugerah oleh Tuhan
berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa akal dan budi.
Dengan akal dan budi tersebut manusia mampu berkarya cipta
tentang sesuatu yang dikehendakinya. la mampu menciptakan ilmu
pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu
menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk
kehidupan manusia.
Dalam perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari
hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu

hak yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta merupakan istilah



hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta
manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah
tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris, yaitu copyright, yang
padanan dalam Bahasa Belanda adalah auteurrecht®®. Para pihak
yang terkait langsung dengan hak cipta adalah kaum ilmuwan,
sastrawan, dan seniman®, sedangkan yang terkait secara tidak
langsung adalah masyarakat dan pemerintah.

Tuntutan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hak
cipta terkait dengan pengaruh pemikiran hukum dari Mazhab atau
Doktrin Hukum Alam yang sangat menekankan pada faktor manusia
dan penggunaan akal seperti yang dikenal pada sistem hukum sipil.
Thomas Aguinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-
negara yang menganut sistem civil law menjelaskan bahwa hukum
alam merupakan akal budi, oleh karena itu diperuntukkan bagi
makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang
rasional. Ini berarti hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu
sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai makhluk yang rasional,
maka manusia bagian dari hukum yang kekal tersebut?.

Mazhab hukum alam ini telah mempengaruhi pemikiran hukum

terhadap seseorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang
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kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang
merupakan kekayaan intelektual®. Hak cipta merupakan bagian dari
sekumpulan hak yang dinamakan hak kekayaan intelektual (HKI).

Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa
karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan
pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya®*. Adanya pengorbanan
tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi
karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut,
maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya
yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan
pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan
menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta®.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai
hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan
intelektual manusia®®. Sementara pendapat lain mengemukakan
bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau
badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual
mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang

bersifat sosial maupun ekonomis?’. Berdasarkan kedua pendapat
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tersebut, maka dapat disimpilkan bahwa HKI adalah hak yang berasal
dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat
ekonomi.

Prinsip utama pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan
dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi
yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah
(natural). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat
eksklusif bagi pencipta. Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi
dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin
bagi setiap manusia penguasan dan penikmatan eksklusif atas benda
atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara®. Jaminan
terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat
tercermin dalam sistem HKI. Sebagai cara untuk menyeimbangkan
kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan
masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip®:

1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)
Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang
lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan
intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (the economic argument)
Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat
ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk
menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (the culture argument)
Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan
hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup

yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan
demikian, pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat
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besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan
martabat manusia.
4. Prinsip Sosial (the social argument)
Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata
untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus
memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.
Pada dasarnya HKI dapat dikategorikan ke dalam dua bagian,
yaitu®°:

1. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang
berkaitan dengan hak cipta (neighbouring rights).

2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari:
a. Paten (patent)
b. Marek Dagang (trade mark)
c. Desain Industri (industrial design).

Di dalam konsep Civil Law System, hak cipta merupakan natural
right justification yang memandang hak cipta sebagai suatu hak-hak
dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat konsekuensi
ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta adalah
memberikan reward (penghargaan) bagi si pencipta dan ini
merupakan argumen moral, merupakan author’s right system, yaitu
penekan perlindungan personality pencipta melalui ciptaannya lebih
daripada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri*’. Di Indonesia,
yang mewarisi tradisi Civil Law, hak cipta dirumus